Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Mitigasi Bencana

Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa
bumi, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Dampak dari bencana ini sering kali merugikan masyarakat,
terutama di pedesaan yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan infrastruktur. Untuk itu,
mitigasi bencana menjadi langkah penting guna mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan.
Desa, sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat, memiliki kewenangan dan tanggung
jawab dalam pengelolaan mitigasi bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa serta peraturan terkait lainnya, desa diberi peran strategis dalam perencanaan dan

pelaksanaan mitigasi bencana secara mandiri dan terintegrasi.
Tujuan dan Fungsi Mitigasi Bencana di Desa

Mitigasi bencana di desa bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengurangi risiko
bencana, serta memastikan perlindungan terhadap warga dan aset desa. Fungsi utama dari mitigasi

bencana yang dilakukan oleh pemerintah desa meliputi:

1. Identifikasi dan Pencegahan — Melakukan pemetaan daerah rawan bencana dan menerapkan
langkah-langkah pencegahan seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana.

2. Edukasi dan Sosialisasi — Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai potensi
bencana dan cara menghadapinya.

3. Penyusunan Rencana Kontinjensi — Mengembangkan strategi mitigasi yang terintegrasi
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

4. Penguatan Kapasitas Masyarakat — Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam
menghadapi bencana melalui pelatihan dan simulasi.

5. Koordinasi dan Kerja Sama — Berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), organisasi non-pemerintah, dan instansi terkait

lainnya.
Peran Pemerintah Desa dalam Mitigasi Bencana

Sebagai garda terdepan dalam pengelolaan mitigasi bencana, pemerintah desa memiliki beberapa

peran kunci yang meliputi:

1. Menyusun Kebijakan dan Perencanaan Mitigasi
o Menyusun  Rencana Penanggulangan Bencana Desa (RPBD) dengan
mempertimbangkan karakteristik bencana di wilayahnya.
o Mengalokasikan Dana Desa untuk program mitigasi, seperti pembangunan jalur

evakuasi, sistem peringatan dini, dan peningkatan infrastruktur.



2. Mengembangkan Sistem Peringatan Dini dan Infrastruktur Penanggulangan
o Memanfaatkan teknologi lokal dan tradisional dalam sistem peringatan dini.
o Menyediakan fasilitas tanggap darurat seperti tempat pengungsian dan perlengkapan
penyelamatan.
3. Meningkatkan Kapasitas dan Kesadaran Masyarakat
o Membentuk dan melatih Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) sebagai kelompok relawan
dalam mitigasi dan tanggap darurat.
o Melakukan sosialisasi dan simulasi bencana secara berkala kepada masyarakat.
4. Berkolaborasi dengan Pihak Eksternal
o Bekerja sama dengan pemerintah daerah, BPBD, dan lembaga swasta dalam program
mitigasi bencana.
o Mengintegrasikan upaya mitigasi bencana dengan kebijakan pemerintah pusat dan

daerah.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mitigasi bencana melalui perencanaan, pencegahan,
dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kewenangan yang dimiliki, desa dapat menyusun kebijakan
dan strategi yang efektif untuk mengurangi risiko bencana. Namun, keberhasilan dalam mitigasi
bencana memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait
lainnya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas desa dalam mitigasi bencana harus terus dilakukan guna

menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.



